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Siaran Pers 
Seminar Regional Dili 
Dili, 18 Juni 2018 
  

JSMP mengadakan seminar regional tentang peran Parlemen Nasional dan para aktor 
peradilan dalam sistem peradilan formal Timor-Leste 

 Pada 8 Juni 2018, JSMP mengadakan seminar regional di Dili tentang "Peran Parlemen 
Nasional dan para aktor peradilan dalam sistem peradilan formal Timor-Leste." Seminar ini  
awali dengan presentasi tentang temuan JSMP mengenai Parlemen Nasional dan fungsi sektor 
peradilan 2017. JSMP menghargai partisipasi perwakilan dari Parlemen Nasional dan aktor 
peradilan yang hadir untuk mendengarkan penyampaian materi mengenai hasil pemantaun dan 
temuan JSMP. 

 "Sesi-sesi ini sangat penting karena dapat memfasilitasi interaksi antara perwakilan masyarakat 
dan anggota parlemen dan para aktor peradilan dimana mereka dapat menyampaikan 
keprihatinan dan harapan mereka secara langsung kepada pihak berwenang yang berkompeten 
yang membuat kebijakan Negara, serta aktor peradilan yang mengelola keadilan kita" kata 
Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio. 

Forum ini adalah ruang yang tepat dan relevan untuk para kepala dusun, kepala desa, dan jajaran 
desa lainnya dan kelompok minoritas dalam masyarakat karena mereka dapat menyampaikan 
kesulitan mereka, masalah sosial dan tantangan  yang mereka hadapi selama ini dan mendengar 
langsung dari pihak-pihak yang berwenang yang dapat mempertimbangkan dan  merumuskan 
politik kebijakan negara", ia  menambahkan. 

Para peserta mengangkat isu-isu seperti prosedur untuk adopsi anak, sengketa tanah seperti 
menduduki tanah milik orang tanpa mematuhi putusan pengadilan dan tidak ingin pindah dari 
tanah meskipun putusan pengadilan telah dikeluarkan, pengumuman putusan pengadilan dengan 
tanpa kehadiran para pihak, juga pengarsipan/penutupan perkara di kejaksaan yang dilakukan 
oleh panitera kejaksaan tanpa kehadiran para pihak, dan perbedaan antara peran pembela umum 
dan pengacara swasta dalam hal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. 
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Para peserta juga meminta  anggota Parlemen Nasional, Arao Noe selaku Koordinator koalisi 
partai  (Aliansa Mudansa ba Progresu –AMP), tentang kurangnya fasilitas di tingkat desa, 
insentif yang dibayarkan kepada delegasi dan pemimpin yang sangat minim dan dianggap tidak 
adil menurut UU Ketenaga-kerjaan, peran pengawasan oleh dilakukan Parlemen Nasional 
mengenai proyek, akses komunitas LGBT untuk pendidikan dan kesehatan, karena mereka 
sering mengalami diskriminasi dan juga meminta untuk membuat undang-undang khusus untuk 
menangani hak-hak komunitas LGBT di masa depan. 

 Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, anggota PN Arão Noe menjelaskan bahwa ada 
rencana untuk meningkatkan insentif yang diberikan kepada para delegasi desa, tetapi pemilu 
2017 berubah secara berbeda, sehingga Pemerintah AMP akan bertanggungjawab menyelesaikan 
masalah ini.  Arão Noe juga menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan untuk memberikan 
pengawasan karena sala satu peran anggota PN adalah untuk mengawasi proyek jalan yang 
sedang dalam proses konstruksi dan AMP berencana untuk terus fokus tingkat kecamatan di 
masa  5 tahun pemerintahan AMP. 

Dalam kaitannya dengan komunitas LGBT, anggota parlemen ini menyatakan penyesalan terhadap 
diskriminasi dalam penyediaan layanan, dan meminta kepada pejabat dari institusi-institusi Negara untuk 
mengenakan sanksi jika mereka melakukan diskriminasi dalam penyediaan layanan kepada anggota 
komunitas LGBT. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan di masa depan untuk mempertimbangkan 
pembuatan undang-undang khusus untuk komunitas LGBT, tetapi menekankan bahwa Konstitusi 
menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses setiap peluang di dalam 
institusi-instutusi negara. 

Ketua Hakim Pengadilan Distrik Dili menjelaskan bahwa dalam kasus semi-publik, korban memiliki 
legitimasi lebih untuk memulai proses atau mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian atau 
Kejaksaan. Dalam kaitannya dengan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam sengketa tanah yang 
memiliki kekuatan hukum penuh, para pihak berkewajiban untuk menerima putusan ini. Ketika 
pengadilan telah menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan tetap dan para pihak tidak menerimanya, 
polisi akan menggunakan kekuatan yang sah untuk menjalankan putusan pengadilan. Juga untuk hak-hak 
mengenai anak adopsi dan anak biologis, hakim menyatakan bahwa mereka memiliki hak yang sama 
ketika diberikan proses pengadikan dilakukan secara sah dan melalui prosedur  di  pengadilan. 

Mengenai masalah manajemen perkara di Kejaksaan Umum, Kepala Jaksa Distrik Dili menjelaskan 
bahwa ketika sebuah kasus telah diarsiapkan, itu tidak berarti bahwa kasus telah ditutup. Ada dua cara 
untuk mengarsipkan sebuah kasus, satu di mana diarsipkan sepenuhnya dan yang lainnya bersifat 
parsial/sementara. Pengarsipan kasus secara menyeluruh berarti bahwa tidak ada indikasi yang cukup dari 
suatu kejahatan; jika pelaku tidak diketahui; dan jika hukum tidak memungkinkan untuk proses pidana. 
Sementara itu pengarsipan parsial/sementara, berarti bahwa ada kemungkinan untuk memproses kasus 
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jika bukti baru ditemukan untuk memperkuat posisi pihak kejaksaan. Oleh karena itu dia meminta para 
pihak untuk mencari klarifikasi dalam kasus-kasus seperti itu dari panitera di Kejaksaan Umum. Selain 
itu, ia mengatakan sebelumnya bahwa untuk mengadopsi seseorang anak harus melalui pengadilan untuk 
mendapatkan legitimasi semua keadaan yang dapat dianggap untuk memutuskan apakah orang yang 
melakukan adopsi ini layak secara hukum dan jika tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari 
setelah adopsi. 

Sehubungan dengan perbedaan antara pembela umum dan pengacara swasta, Koordinator Kantor 
Pembela Umum menyatakan bahwa peran utama dari pembela umum adalah untuk memberikan bantuan 
hukum kepada rentan tanpa menerima uang dari setiap orang pada saat menyediakan bantaun hukum 
karena mereka digaji oleh Negara. Ini tidak sama dengan pengacara swasta yang memiliki peran yang 
sama memberikan bantuan hukum, namun mereka menerima uang dari klien mereka karena mereka 
melakukan pekerjaan mereka menggunakan uang mereka sendiri. 

Para peserta berasal perwakilan dari kepala dusun/kampung, kepala desa dan beberapa anggota dewan 
desa dari beberapa desa tertentu yang sebelumnya JSMP telah menyelenggarakan kegiatan lokakarya 
termasuk anggota komunitas LGBT di Dili. Perwakilan ini Terdiri 15 individu dari Desa Lihu, Railaco 
Kecamatan Ermera Kota, Desa Beloi, Kecamatan Atauro, Kotamadya Dili, Desa Hatukesi, Kecamatan 
Liquica, Distrik Liquica, serta 5 perwakilan dari komunitas LGBT di Dili. Totalnya peserta seluruhnya 
berjumlah 20 orang. 

 Pembicara pada seminar ini termasuk Perwakilan dari Parlemen Nasional dan aktor pengadilan dari 
Pengadilan Distrik Dili, Yaitu Arão Noe de Jesus Amaral, Hakim Ketua Pengadilan Distrik Dili, Jose 
Maria de Araujo, yang menyampaikan materi menegnai peran pengadilan di sistem peradilan formal 
Timor-Leste dan Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopez yang berbicara tentang peran 
layanan dan tantangan kejaksaan umum. Sementara itu Kantor Pembela Umum diwakili oleh Sergio 
Hornai, yang berbicara tentang peran pembela umum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang-
orang rentan sesuai dengan Konstitusi dan hukum. 

Program ini dimungkinkan karena dukungan keuangan dari Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar 
Australia di Timor-Leste. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 

Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
Email: luis@jsmp.tl  
info@jsmp.tl  
 


